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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui Permendagri Nomor 
52 Tahun 2015 tentang PedomanPenyusunan APBD Tahun Anggaran2016 di 
PemerintahKota Gorontalo, (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBD 
Tahun 2016 di Kota Gorontalo, (3) Mendeskripsikan upaya-upaya yang 
dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pelaksanaan 
Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBD Tahun 2016 
di Kota Gorontalo. 
Penelitian ini menggunakanjenispenelitianhukumsosiologi (non-
doktrinal) untuk mengetahui permasalahan serta untuk mendapatkan 
informasidan data yang ada di lokasi penelitian. 
Bentukpenelitianinijikadilihatdarisudutbentuknyatermasukpenelitianevaluatif. 
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan dan wawancara 
dengan subyek penelitian (1) Sekretaris Daerah, Kepala-Kepala SKPD dan 
TAPD 
Temuan hasil penelitian adalah pertama, Secara substansial Permendagri 
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBD Tahun 2016 yang memuat 
berbagai administrasi yang harus disediakan oleh setiap SKPD belum optimal, 
secara struktur hukum, Bappeda Kota Gorontalo, DPPKAD Kota Gorontalo 
terhadap penyelenggaraan penyusunan APBD daerah khususnya pada Kota 
Gorontalo, dan secara kultur hukum, dalam pengelolaan selama ini belum 
sejalandenganvisimisi yang telahdirumusandalam RPJMD Kota GorontaloTahun 
2015-2019..Kedua, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Permendagri 
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBD Tahun 2016, adanya 
keterlambatan memasukkan rencana Anggaran yang diprioritaskan walapun tidak 
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga pelaksanaan pekejaan tidak 
optimal. Ketiga, Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kota Gorontalo maupun 
SKPD dalam melaksalsanakan program berorientasi pada visi dan misi dengan 
mengefesiensikan pemanfaatan dana 
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of 2015 on the preparation of the budget 2016 in the city of Gorontalo. 
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The purpose of this study was to: (1) Knowing Regulation No. 52 Year 
2015 on the Establishment of the budget 2016 in the city of Gorontalo, (2) 
Determine the factors that affect the implementation of Regulation No. 52 Year 
2015 on the Establishment of the budget 2016 in the city of Gorontalo, (3 ) 
describe the efforts undertaken by the Local Government Budget team (TAPD) in 
the implementation of Regulation No. 52 of 2015 on the preparation of the budget 
2016 in the city of Gorontalo. 
This research uses legal research sociology (non-doctrinal) to find out the 
problems and to get the information and data of the research sites. This research 
forms when viewed from the angle of its forms, including evaluative research. 
The data in this study were obtained through observations and interviews with the 
study subjects (1) Regional Secretary, Heads of SKPD and TAPD 
The findings of the study are first, substantially Regulation No. 52 of 2015 
on Budgeting Year 2016 contains various administrations that must be provided 
by each SKPD not optimal, in the legal structure, Bappeda Gorontalo, DPPKAD 
Gorontalo city on the implementation of budget preparation area, especially in the 
City Gorontalo, and legal culture, the management has not been clear on the 
vision and mission, but tend to look at the amount of money .. Second, factors 
Affecting Implementation Regulation No. 52 of 2015 on the preparation of the 
budget 2016, the delay in entering the budget plan although falling prioritized 
according to needs, so the implementation pekejaan not optimal. Third, the efforts 
undertaken by the city of Gorontalo and SKPD in melaksalsanakan oriented 
program on the vision and mission with mengefesiensikan utilization of funds 
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